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Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada

bab II Sub D, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembuatan

Peraturan Daerah sangat kurang, hal ini terlihat dari 29 Perda yang dibuat,

hanya ada 2 Perda yang berasal dari hak Inisiatif DPRD yaitu Perda No. 2

tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan Perda No. 17 tahun 2006

Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Kurangnya Pemahaman tentang hak inisiatif oleh DPRD kabupaten

Bengkayang serta ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan

aspirasinya yang disebabkan karena faktor pendidikan yang berpengaruh pada

kualitas sumber daya manusia dan faktor anggaran yang sangat minim untuk

pelaksanaan hak inisiatif.

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Bengkayang harus sering melaksanakan hak inisiatifnya

dalam membuat Peraturan Daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Bengkayang khususnya.
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2. Pendidikan harus ditingkatkan lagi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia

yang berkualitas dan faktor anggaran yang harus diperhatikan secara serius

oleh pihak-pihak terkait.
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Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang No. 1 tahun 2004 Tentang Peraturan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


